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ABSTRAK

Disparitas pemidanaan, khususnya dalam tindak pidana korupsi, berdampak luas
hingga menimbulkan rasa ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap lembaga
peradilan. Kebebasan hakim yang tidak terbatas menjadi salah satu penyebab
sehingga dibutuhkan suatu pedoman. Yurisprudensi bisa menjadi pedoman bagi
hakim. Penggunaannya memerlukan daya koersifitas untuk bisa dioptimalkan
dengan menerapkan doktrin stare decisis. Demikianlah, penelitian yang berjudul
Penerapan Doktrin Stare Decisis dalam Sistem Hukum Indonesia sebagai Upaya
Meminimalisir Disparitas Pemidanaan dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi ini
ditujukan untuk mengetahui penerapan doktrin tersebut dan upaya meminimalisir
disparitas pemidanaan, kemungkinan penerapannya, serta mekanisme
implementasi penerapannya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan
yuridis normatif, dan dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data dikumpulkan
lewat studi kepustakaan, dan wawancara Data yang terkumpul, diolah secara
sistematis untuk kemudian dianalisis secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan doktrin stare decisis berkorelasi dengan
minimnya disparitas pemidanaan lewat penyelesaian kasus secara tersistematisir
dengan menerapkan ratio decidendi putusan yang terdahulu terhadap perkara
yang serupa. Cara ini dapat menciptakan kepastian sehingga hasil putusan dapat
diprediksi dan memiliki keserupaan yang padu. Hukum pun kian progresif.
Sistem-sistem hukum saling berkonvergen, tidak ada lagi tapal-tapal batas yang
berarti dalam membedakan sistem hukum yang satu dan yang lain. Pada akhirnya,
keadilan dalam masyarakat adalah tujuan yang harus diutamakan sekalipun harus
merombak sistem yang ada. Mekanisme penerapan dapat dilakukan lewat
positivisasi melalui perundang-undangan.

Penelitian ini merekomendasikan agar doktrin stare decisis diterapkan di sistem
hukum Indonesia lewat pengundangan dalam suatu undang-undang. Bilapun
alternatif ini tidak hendak digunakan, pedoman pemidanaan sepatutnya diatur
secara jelas dalam KUHP baru di masa mendatang untuk memberi kepastian
hukum dengan daya mengikat yang jelas.

Kata kunci: Disparitas pemidanaan, asas kebebasan hakim, pedoman
pemidanaan, doktrin stare decisis, sistem hukum Indonesia.
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ABSTRACT
Sentencing disparity, particularly in corruption cases, has extended its impact to
the increase of distrust towards judicial institution. Unbounded implementation of
the principle of freedom of judge to determine cases has been the suspect so that
some guidelines are now needed. Jurisprudence can be alternative solution to
guide judges. The use of that principle requires coercive force to be optimal. Thus,
study entitled Application of Principle of Stare Decisis in Indonesia Legal System
as the Means to Minimize Sentencing Disparity in Court’s Decision of Corruption
Cases is intended to know how the application of principle of stare decisis
correlates to the minimized sentencing disparity, the probability of its application,
and the application mechanism.

This study uses qualitative research method, with normative-legal approach, and
specified in analytical-descriptive method. Data is collected through literature
study, and formal in-depth interview. Collected data is systemized and analyzed
qualitatively.

Results of this study shows that implementation of stare decisis is correlated to the
minimized sentencing disparity through a systemized case resolution by applying
previous court judgment’s ratio decidendi to later similar cases. This method can
create certainty so that court judgment is predictable cohesive. In today’s legal
climate that tends to progressivity, where legal systems are converging each other,
rigid boundaries do not exist anymore. In the end, justice served in society is the
main goal to achieve even if it takes the system to be revised. Implementation
mechanism that can be pursued is through legislation amandments.

This study recommends the application of the principle of stare decisis through
legislation. The other alternative is to put sentencing guidelines in the future
Penal Code to grant legal certainty with firm force.

Keywords: Sentencing disparity, corruption cases, the principle of freedom of
judge, sentencing guidelines, principle of stare decisis, Indonesian legal system.
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